BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1092, 2014 BNPB. Evakuasi. Pertolongan. Pencarian.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan pasal
51 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pencarian,
Pertolongan dan Evakuasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
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4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI.

Pasal 1

Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pencariaan, Pertolongan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Pencarian, pertolongan
dan evakuasi.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.
Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, klimatologis, sosial, budaya,
politik, ekonomi dan teknologi menjadikan Indonesia sebagai Negara yang rawan
bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Bencana baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, maka perlu upaya
penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Dalam upaya
penyelamatan tersebut perlu diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana
yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena
bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Upaya penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh Tim Reaksi
Cepat (TRC} Penanggulangan Bencana yang terdiri dari unsur BNPB/BPBD,
BASARNAS/Kantor SAR, Departemen Teknis/Dinas, serta TNI dan POLRI dengan
melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan Penanganan
Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Dalam hal
terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD
untuk melakukan penyelamatan masyarakat terkena bencana. Agar pencarian,
pertolongan dan evakuasi korban bencana dapat lebih berhasil guna, perlu
disusun suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah,
pemerintah daerah, Iembaga usaha dan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan pen-
carian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana secara terkoordinasi,
berhasil guna dan berdaya guna, dengan tujuan untuk: Meningkatkan
pengerahan sumber daya dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi bagi
korban bencana.

2. Menyelamatkan korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat diper-
tanggungjawabkan.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat (2).

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4
723).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan
Pertolongan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan
Pertolongan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasion-
al.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulan-
gan Bencana.

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Pe-
nanggulangan Bencana.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

11. Keputusan  Bersama  Menteri  Kesehatan dan  Kapolri  Nomor
1087 /Menkes/SKB/IX /2004 dan Nomor Polisi Kep/40/1X/2004 tentang Pe-
doman Pelaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal.

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun
2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana.

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

14. Kesepakatan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Kapolri Nomor
1078 /Menkes/SKB/VI[ /2003 dan Nomor Polisi B/3889/VI1/2003 tentang
Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal.

D. Pengertian

1. Mekanisme adalah prosedur pelaksanaan suatu kegiatan yang menyangkut
tata kerja TRC terhadap korban bencana pada situasi tanggap darurat.

2. Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah tim yang terdiri dari petugas-petugas yang
memiliki kualifikasi dalam melakukan, pencarian, pertolongan, dan evakuasi
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korban bencana, vang terdiri dari unsur BNPB/BPBD, BASARNAS/Kantor
SAR, Departemen Teknis/Dinas, serta TNI/POLRI.

3. Triase adalah penetapan prioritas penanganan korban bencana berdasarkan
status "sakit" korban.

4. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang
atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana atau situasi tang-
gap darurat.

5. Pertolongan adalah kegiatan menolong korban bencana pada saat tanggap
darurat.

6. Standar Keselamatan adalah persyaratan pelayanan minimal yang harus
dipenuhi dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.

7. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana
ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapat-
kan tindakan penanganan lebih lanjut.

8. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

9. Gawat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang
mengancam nyawa korban bencana.

10. Darurat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang
membutuhkan pertolongan segera.

11. Gawat darurat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera
yang mengancam nyawa korban bencana dan membutuhkan pertolongan
segera.

12. Kelompok Rentan adalah bayi, anak di bawah usia lima tahun, anak-anak,
ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

13. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didiri-
kan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang menjalankan jenis
usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wila-
yah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup
struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tu-
gas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa- Bangsa atau organisasi
internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di
luar Perserikatan Bangsa- Bangsa.
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17. Masyarakat adalah seluruh warga negara Negara Kesatuan Republik Indone-
sia yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap penanggulangan
bencana.

E. Prinsip

1. Cepat dan tepat; bahwa dalam operasi pencarian, pertolongan, dan
evakuasi korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan
tuntutan keadaan.

2. Dapat diandalkan; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi
korban bencana dilakukan oleh TRC yang handal.

3. Prioritas; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana harus diutamakan kepada korban gawat darurat dan kelompok rent-
an.

4. Koordinasi; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana didasarkan pada pembagian tugas yang jelas dan saling men-
dukung.

5. Keterpaduan; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan
pada kerjasama yang baik dan saling mendukung sesuai dengan peraturan
kebencanaan yang ada.

6. Berhasil guna; bahwa dalam kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi
korban harus berhasil, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana
dengan tidak membuang waktu, tenaga, danbiaya yang berlebihan.

7. Transparansi; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Akuntabilitas; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara
etik dan hukum.

9. Kemitraan; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

10. Pemberdayaan; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat korban bencana secara
alktif.

11. Non-diskriminasi; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi
korban bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis

kelamin, suku, agama, ras, aliran politik maupun golongan.

12. Non-proletisi; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban
bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

13. Keselamatan; bahwa dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi, kesela-
matan petugas diutamakan.
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Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pencarian,
pertolongan, dan evakuasi korban bencana.

Sistematika Pedoman ini disusun dengan sistematika:

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pendahuluan;

Kebijakan dan Strategis;

Pengorganisasian;

Mekanisme;

Waktu pencarian, pertolongan, dan evakuasi;

Penutup.
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BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Kebijakan

1. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah,
swasta dan masyarakat.

2. Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dil-
akukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan

masyarakat setempat.

3. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah
bersifat komplementer.

B. Strategi

1. Membentuk posko kedaruratan dan penetapan Organisasi Komando Pe-
nanganan Darurat.

2. Memobilisasi potensi sumber daya.
3. Memberdayakan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan peran serta lembaga usaha, lembaga internasional dan

lembaga asing non pemerintah dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi
korban bencana.
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BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

. Pelaksana pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana adalah TRC
Penanggulangan Bencana;

. TRC Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari Tim Penanggulangan
Bencana Saat Tanggap Darurat, yang terdiri dari unsur BNPB/BPBD, BASAR-
NAS/Kantor SAR, Departemen Teknis/Dinas ,TNI dan POLRI;

. TRC Penanggulangan Bencana Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

. TRC Penanggulangan Bencana Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;

. TRC Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

. Berdasarkan Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana, TRC
berada di bawah Bidang Operasi, yang terdiri dari Seksi TRC, Sub Seksi Pencari-
an, Sub Seksi Pertolongan, dan Sub Seksi Evakuasi, (Lampiran 1);

. Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat berperan dalam
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi, dengan persetujuan Kepala BNPB, setelah
berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan dalam operasinya berada di
bawah komando Komandan Tanggap Darurat Bencana.

WWW.peraturan.go.id



2014, No.1092 10

BAB IV
MEKANISME PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI

A, Umum

1. Mekanisme pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana
diselenggarakan dibawah komando Komandan Penanganan Darurat melalui
tahapan rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumber daya
yang didukung dengan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan dilapangan penye-
lenggaraan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana sesuai
dengan jenis, lokasi, dan tingkatan bencana.

2. Dalam upaya memudahkan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bencana dan harta benda, Kepala BNPB/BPBD mernpunyai kewenangan:

a. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi
bencana yang dapat membahayakan jiwa dan dapat mengganggu proses

penyelamatan;

b. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang
untuk memasuki suatu lokasi;

c. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik mau pun
pribadi; dan

d. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk me-
matikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

3. Tim Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi merupakan bagian dari Tim Reaksi
Cepat Penanggulangan Bencana, yvang terdiri atas:

a. Tim pencarian terdiri atas tenaga terlatih dalam bidang pencarian korban
bencana dan tenaga medis; serta melibatkan warga masyarakat setempat.

b. Tim penolong terdiri atas tenaga terlatih dalam bidang medis, psikolog, dan
pekerja sosial dibantu oleh tenaga relawan; serta warga masyarakat setem-
pat.

c. Tim evakuasi terdiri atas tenaga terlatih dalam bidang evakuasi, tenaga
medis, pekerja sosial, dan psikolog; serta warga masyarakat setempat.

4. Tujuan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi :

a. Menemukan Iokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang
atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana.

b. Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana,
c¢. Memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.
5. Sasaran

a. Lokasi Bencana. Dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi memerlukan
kejelasan lokasi bencana, kondisi medan bencana dan tempat evakuasi.
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b. Korban Bencana. Dalam hal ini di prioritaskan bagi korban bencana yvang
masih hidup, luka-luka dan kelompok rentan serta yang meninggal dunia.

B. Mekanisme
1. Pencarian
Kegiatan pencarian dilakukan dengan langkah-langkah:

a. Tim pencarian menuju lokasi bencana setelah mendapat informasi ke-
jadian bencana dan mendapat komando dari komandan tanggap darurat.

b. Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal aki-
bat bencana;

¢. Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengada-
kan pembagian daerah pencarian, dengan membuat batasan lokasi
bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan:

1. Ring I vyaitu daerah tempat terjadinya bencana, kemungkinan
ditemukan korban paling banyak dan bahaya, serta kemungkinan
munculnya bencana susulan;

2. Ring II yaitu daerah sekitar terjadinya bencana yang masih dimung-
kinkan ditemukan korban;

3. Ring III yaitu daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat
evakuasi sementara.

d. Memetakan kondisi serta jumlah korban: korban selamat, dan korban
sakit. Pemetaan kondisi korban sakit menggunakan triase empat tingkat
yaitu: (1) hijau, tidak gawat tidak darurat, (2) kuning, gawat tidak da-
rurat, (3) merah, gawat darurat, (4) hitam, meninggal dunia. Untuk
kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi
korban oleh pihak yang berwenang, terutama bagi korban bencana ter-
tentu. (Misalnya: terorisme, kegagalan teknologi, dan lain-lain).

e. Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam
pertolongan dan evakuasi korban bencana.

f. Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi
keselamatan korban dan penolong.

g. Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam
atau sesuai kondisi. (Lampiran 2)

2. Pertolongan
Kegiatan pertolongan dilakukan dengan Iangkah-langkah:
a. Tim menyusun rencana pertolongan;
b. Tim penolong menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dengan ter-

lebih dahulu mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan
yvang telah ditetapkan oleh Tim Pencarian;
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c. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat ke-
jadian;

d. Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian;
e. Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut;

f. Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam
atau sesuai kondisi. (Lampiran 3)

3. Evakuasi
Kegiatan evakuasi dilakukan dengan langkah-langkah:

a. Tim evakuasi menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dan tim
penolong;

b. Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang
lcbih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya;

c. Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama dalam
perjalanan;

d. Memberikan dukungan social dan psikologis kepada korban bencana;

e. Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 jam atau per 6 jam
atau sesuai kondisi. (Lampiran 4)

C. Fasilitas

IFasilitas yang dibutuhkan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi terdiri
atas perlengkapan tim dan perlengkapan pribadi. (lampiran 5)
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BABV
WAKTU PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI

1. Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh
korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan
ditemukan.

2. Penghentian pencarian dan pertolongan korban bencana, dapat dibuka kembali

dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan
korban bencana.
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BAB VI
PENUTUP

Pedoman pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana dibuat untuk
dijadikan acuan bagi BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, agar
pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana dapat dilaksanakan secara
cepat, tepat, terpadu, berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

WWW.peraturan.go.id
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LAMPIRAN I

2014, No.1092

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN

DAN EVAKUASI

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT

PRESI-
DEN/GUBERNUR/BUPAT
I[/WALIKOTA
Ka BNPB /
Ka BPBD Ka BNPB /
L | Ka BPBD
I
Komandan
Wakil Komandan
. Perwakilan
Sekretariat Instansi/Lembaga
Keselamatan
Humas
Dan Keamanan
] I I I
Bidang Bidang Bidang Bidang
Perencanaan Operasi Logisitik dan Administrasi
Peralatan Keuangan
\: Seksi Seksi I: Seksi I: Seksi
Seksi Seksi Seksi Seksi
KETERANGAN:

Jalur Komando

WWW.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI

FORM LAPORAN
KEGIATAN PENCARIAN KORBAN BENCANA

1. GAMBARAN UMUM
a. Jenis Bencana
b. Hari Tanggal
c. Waktu
d. Lokasi Pencarian
2. KONDISI KORBAN

NO NAMA JK | U KONDISI KORBAN
S TGTD GTD GD MD
1
2
JUMLAH
KETERANGAN:
JK : JENIS KELAMIN
U : UMUR
S : SELAMAT
TGTD : TIDAK GAWAT DARURAT
GTD : GAWAT TIDAK DARURAT
GD : GAWAT DARURAT
MD : MENINGGAL DUNIA

PETUGAS PENCARI/PENOLONG

WWW.peraturan.go.id
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LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI

FORM LAPORAN
KEGIATAN PERTOLONGAN KORBAN BENCANA

1. GAMBARAN UMUM
Jenis Bencana
Hari Tanggal
Waktu

Lokasi Pencarian

pro o

2. KONDISI KORBAN

NO NAMA JK U KONDISI KORBAN
TGTD GTD GD
1
2
3
JUMLAH
KETERANGAN:
JK : JENIS KELAMIN
U : UMUR
TGTD : TIDAK GAWAT DARURAT
GTD : GAWAT TIDAK DARURAT
GD : GAWAT DARURAT

PETUGAS PENCARI/PENOLONG

WWW.peraturan.go.id



2014, No.1092 18

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI

FORM LAPORAN
KEGIATAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

1. GAMBARAN UMUM
Jenis Bencana
Hari Tanggal
Waktu

Lokasi Pencarian

pro o

2. KONDISI KORBAN

NO NAMA JK U EVAKUASI
THS Posyankes TP

1

2

3

JUMLAH

KETERANGAN:
JK : JENIS KELAMIN
U : UMUR
THS : TEMPAT HUNIAN SEMENTARA
Posyankes : POS PELAYANAN KESEHATAN
TP : TEMPAT PEMAKAMAN

PETUGAS PENCARI/PENOLONG
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LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PE-
NANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENCARIAN, PERTOLONGAN
DAN EVAKUASI

FASILITAS PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI

Perlengkapan Tim

A. Sarana Transportasi
1. Kendaraan rescue (4X4);
2. Kendaraan amphibi;
3. Kendaraan roda dua kesehatan lapangan;
4. Kendaraan ambulan transportasi;
5. Kendaraan transportasi massal;
6. Ambulan gawat darurat;
7. Kapal bermotor di sungai, danau, dan laut;
8. Perahu karet;
9. Pesawat udara (Fixed wing & Rotary Wing).
10. Sarana transportasi tradisional (kuda, rakit, dsb)

B. Sarana Komunikasi

Radio komunikasi (Handy talky, Rig, alat komunikasi tradisional);
Telepon satelit;

Sistem jaringan data;

Megaphone.

Telepon seluler

AL

C. Alat-alat Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi

Escavator

Binatang pencari/pelacak;

Kompas;

Peta;

Global Positioning System (GPS);

Gas Detector (model sesuai peruntukan);
Label triase (hijau, kuning, merah, hitarn);
Cat semprot portabel;

Tenda;

. Kantong mayat;

. Generator (2500 watt] set: bohenser, kabel roll, jerry-can, lampu;

. Pengemas peralatan dan logistik (merah : peralatan rescue, biru : obat-obatan,
kuning : peralatan teknik, hijau : komunikasi, putih : makanan /logistik, or-
ange: material yang berbahaya, ungu : bahan-bahan administrasi) ;

13. Portable Winch;

14. Parang; cangkul, sekop, gergaji;

15. Tali, jumper Jac

—
MROYRNOURELN

D. Sarana dan Peralatan Kesehatan

Pos kesehatan lapangan;
Portable medical equipment.
Tandu;

Spalk (bidai);

LR

WWW.peraturan.go.id
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5. Obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan
Obat;

Bahan habis pakai;

Alat kesehatan;

Dan peralatan pendukung lainnya:

aoop

SARANA YANG DIPERLUKAN OLEH PERORANGAN PERORANGAN:

Kartu pengenal TRC
Seragam berupa rompi yang dilengkapi scotch light dan topi khusus;
Masker standar WHO (model sesuai peruntukkan);
Sarung tangan (kulit dan karet);
Sepatu keselamatan (boot);
Kompas;
Pisau lipat;
Senter;
Jas hujan;
. Pelindung kepala penahan cuaca dingin;
. Ransel (volume 90 liter);
. Day pack (20-30 liter);
. Tali, Jumper Jack;
. Peralatan selam;
.Jam tangan
. Kaca mata hitam
. Sleeping bag
. Matras alat tidur
. Bantal udara
. Perlengkapan makan
. HP dan charger
. Alat tulis
. Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

CoNOURWh =

| ST N T 0 N N [ S Sy S Wy (O Sy S
WL OOVE~NOU R WN—O
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